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PENETAPAN
Nomor 107/Pdt.G/2021/PA.Bjb

=

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan
penetapan, atas perkara gugatan cerai antara:

Penggugat, NIK. --------------mm-—- , lahir di Tamban pada tanggal 1 Desember 1983
(umur 37 tahun), agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan terakhir

S1, nomor telepon  ---m-memmememeeeeeeo , tempat tinggal di

, Kota Banjarbaru, sebagai Penggugat.

melawan

Tergugat, NIK. , lahir di Banjarmasin pada tanggal 1 Mei 1982

(umur 38 tahun), agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan terakhir

SLTA/sederajat, nhomor telepon , tempat tinggal di

, Kota Banjarbaru, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.
Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya.

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan.

DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 2
Februari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru
pada tanggal 2 Februari 2021 dengan Nomor Register 107/Pdt.G/2021/PA.Bjb,

pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah
pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2014, yang tercatat pada Kantor Urusan
Agama Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru dengan Kutipan Akta
Nikah Nomor: tertanggal 23 Juni 2014.

2. Bahwa, pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat
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berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka, dan hingga saat ini antara
Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai.
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat

bertempat tinggal di selama kurang lebih 4 tahun,

kemudian berpindah di rumah milik bersama di Kota

Banjarbaru selama kurang lebih 2 tahun dan terakhir kumpul di alamat tersebut
sampai berpisah.

4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah
hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan
dikaruniai 1 orang keturunan yang bernama: Anak Pertama pada tanggal 22
April 2015 Umur 5 tahun saat ini dalam asuhan Penggugat.

5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat hidup rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Juni 2019
kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk, saling diam dan acuh.

6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan

Tergugat tersebut disebabkan:

a. Tergugat egois/mau menang tidak pernah memperdulikan istri.

b. Tergugat sering berbohong masalah keuangan dan izin keluar
rumabh.

C. Tergugat sering meninggalkan rumah hingga larut malam bahkan

sampai jam 03.00.

d. Setelah berpisah Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin

selama kurang lebih 3 bulan.

e. Tergugat sering menjalin hubungan dengan perempuan lain.
7. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Tergugat dengan Penggugat
terjadi pada tanggl 5 November 2019, Penggugat ingin mengetahui dengan
siapa Tergugat berbicara di telpon namun Tergugat tidak terima dan terjadi
pertengkaran yang kemudian berujung KDRT dan yang disebabkan persoalan
di atas dan sejak itu Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama atas
kehendak sendiri. Semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat

telah berpisah rumah dan tidak saling pedulikan lagi telah berjalan selama
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kurang lebih 3 bulan.
8. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan
rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, dengan harapan suatu saat
keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya
tidak demikian.
9. Bahwa, pihak keluarga Penggugat sudah berupaya untuk menasehati
dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis
kembali dalam membina rumah tangga serta mempertahankan kelangsungan
rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi sampai dengan saat ini
tidak berhasil.
10.Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang
demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah
warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Penggugat tidak sanggup lagi
untuk membina rumah tangga dengan Tergugat.
11.Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat
perkara ini.
Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa,
mengadili serta memutuskan sebagai berikut:
Primair:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat).
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum.
Subsidair:
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya.
Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah
datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap
di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

wakil/kuasanya yang sah, sebab berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor
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107/Pdt.G/2021/PA.Bjb tanggal 5 dan 17 Februari 2021 yang dibacakan di
persidangan, Jurusita tidak bertemu dengan Tergugat, warga dan Ketua RT
setempat tidak mengenal Tergugat.

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan menasehati Penggugat
agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil
gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya untuk
mencari alamat Tergugat.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam

berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti
yang telah diuraikan di atas.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang
menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan
dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/lkuasanya
yang sah, sebab berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor
107/Pdt.G/2021/PA.Bjb tanggal 5 dan 17 Februari 2021 yang dibacakan di
persidangan, Jurusita tidak bertemu dengan Tergugat, warga dan Ketua RT
setempat tidak mengenal Tergugat, sehingga relaas kepada Tergugat
dikategorikan tidak resmi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan
menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan
Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pada agenda persidangan sebelum gugatan Penggugat
dibacakan, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya untuk mencari alamat
Tergugat. Oleh karena itu, permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya
patut untuk dipertimbangkan.
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Menimbang, bahwa tentang pencabutan gugatan, tidak diatur dalam ketentuan
R.Bg yang merupakan peraturan perundang-undangan hukum acara perdata yang
berlaku di Indonesia. Dengan kata lain, dalam hal pencabutan gugatan dimaksud
telah terdapat kekosongan hukum. Oleh karenanya, Majelis Hakim beralih dan
berpedoman pada ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv sebagai landasan rujukan
berdasarkan prinsip demi kepentingan beracara (process doelmatigheid) yang
penerapannya tidak mengurangi atau melanggar hak dan kepentingan para pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv bahwa
permohonan dapat dicabut secara sepihak jika perkara belum diperiksa, tetapi jika
perkara telah diperiksa dan Tergugat telah memberi jawabannya, maka
pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat.

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat telah mengajukan dan menyampaikan
keinginannya untuk mencabut perkaranya sebelum Tergugat memberi jawaban,
maka pencabutan perkara oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal-pasal
tersebut di atas. Oleh karena itu pencabutan tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka Majelis
Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk
mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang bersangkutan,
hal yang demikian untuk tertibnya administrasi peradilan sebagaimana petunjuk
teknis dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan
Agama edisi revisi tahun 2014 halaman 73, dan akan dicantumkan dalam diktum
tersendiri pada amar penetapan ini.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,
berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i

yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN
1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor
107/Pdt.G/2021/PA.Bjb dari Penggugat.
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2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk
mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku Register Perkara.

3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 12 Rajab 1442 Hijriyah, oleh kami Dr. H. Muhammad Najmi Fajri,
S.H.l., M.H.l. sebagai Ketua Majelis, Mohammad Febry Rahadian, S.H. dan
Achmad Sahuri, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di
atas oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh
H. Ahmad Fauzan, S.H.l.,, M.M. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.1., M.H.I.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Mohammad Febry Rahadian, S.H. Achmad Sahuri, S.Sy.

Panitera Pengganti,

H. Ahmad Fauzan, S.H.l., M.M.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran . Rp 30.000,00
2. ATK Perkara . Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan . Rp 240.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan para Pihak " Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
6. PNBP Surat Permohonan Pencabutan Perkara : Rp 10.000,00
6. Meterai . Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)
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